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WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURANWALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR & TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu

pendapatan Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah

Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

setiap tahun anggaran,
b. bahwa agar penggunaan Alokasi Dana Desa tepat sasaran

dan mempunyai manfaat bagi masyarakat serta selaras

dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, perlu adanya

pengaturan berupa suatu pedoman,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Alokasi
Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

19),



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286),
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400 ),
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438 ),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573),
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573),
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Sawahtunto, Kota Daerah Tingkat II Sawahlunto/

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



10.

11.

12.

13.

Sijunjung dan Kota Daerah Tingkat II Solok (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3423),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
Peraturan Menteri Dalam Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1012),
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor

11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor

42),
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11),
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016

Nomor 14),
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2018

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah



Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 72),
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto

(Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota

Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2020 Nomor 70),
25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN ANGGARAN 2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Walikota adalahWalikota Sawahlunto.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.



10.

11.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah

dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 27

(dua puluh tujuh) Desa di Kota Sawahlunto dalam menggunakan



ADD agar tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi

masyarakat Desa.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:
a.untuk memberikan kepastian hukum bagi 27 (dua puluh

tujuh) Desa di Kota Sawahlunto dalam menggunakan ADD

agar sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,

b. untuk meningkatkan pembangunan Desa di Kota Sawahlunto

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, dan

c. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD di Kota

Sawahlunto secara tertib, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel.

BAB II

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

(1) Desa dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ADD

harus dituangkan dalam APB Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan Desa yang bersumber dari ADD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai

perencanaan, pelaksanaan secara tepat dan efisien serta

diawasi oleh unsur masyarakat di Desa.

(3) Seluruh kegiatan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus berdasarkan sebagai berikut :

a. transparan,
b. akuntabel,
c. tertib: dan
d. disiplin anggaran.

(4) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b. pelaksanaan pembangunan Desa,
Cc. pembinaan kemasyarakatan Desa,
d. pemberdayaan masyarakat, dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

Desa.



Pasal 5

Penggunaan ADD bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4) huruf a

dipriotaskan untuk sebagai berikut :

a.sub bidang penyelenggaraan pemerintahan belanja

penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan

Desa,
b. sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa,

c. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil,

statistik, dan kearsipan,
d.sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan

dan pelaporan, dan

e. sub bidang pertanahan.

Pasal 6

Penggunaan ADD bidang pelaksanaan pembagunan desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 4) huruf b

diprioritaskan untuk sebagai berikut:

. sub bidang kesehatan,
. sub bidang pendidikan,
. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

. sub bidang kawasan permukiman,
sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup:

sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,

a.

. sub bidang energi dan sumber daya mineral, dan

Ta
D
0

Ao
.

£

.sub bidang pariwisata.

Pasal 7

Penggunaan ADD bidang pembinaan kemasyarakatan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c

diprioritaskan untuk sebagai berikut:

a. sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat,
b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan,
c. sub bidang kepemudaan dan olahraga, dan

d. sub bidang kelembagaan masyarakat.



(1)

(2)

Pasal 8

Penggunaan ADD bidang pemberdayaan masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d

diprioritaskan untuk sebagai berikut:

a. sub bidang kelautan dan perikanan,
b. sub bidang pertanian dan peternakan,
c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa,
d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak

dan keluarga,
e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM),
f. sub bidang dukungan penanaman modal, dan

g. sub bidang perdaganganan dan perindustrian.

Penggunaan ADD bidang pemberdayaan masyarakat Desa,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk

program dan kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan yang
ada di Desa sesuai dengan kewenangan, potensi dan kearifan

lokal Desa.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e diprioritaskan untuk sebagai
berikut :

a. sub bidang penanggulangan bencana,
b. sub bidang keadaan darurat, dan

c. sub bidang keadaan mendesak.

(1)

(2)

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Walikota dalam hal ini perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemerintahan Desa melaksanakan pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penggunaan ADD.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD oleh tim

tingkat Kota Sawahlunto.



(3)

(4)

(5)

Tugas tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan penggunaan ADD

melalui sebagai berikut :

a. fasilitas penyusunan peraturan desa dan kepala desa,

b. fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan

aset Desa,
c. fasilitasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

dengan pembangunan desa,

d.fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan

perdesaan,
e. fasilitasi pembinaan, pengawasan dan monitoring

perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan lintas

desa,
f. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban lembaga

kemasyarakatan,
g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif,
h.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa, dan

i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan

APB Desa dan APB Desa perubahan.
Pemerintahan Desa dan BPD melaksanakan tugas

pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam

musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku secara berkala.

Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan

disampaikan kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Pemerintahan Desa wajib menyelaraskan perencanaan

pembangunan di Desa dengan arah kebijakan Pemerintah

Daerah.

Pasal 12

Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

sampai Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 8 Oktober 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,YA

ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS

HA ali
SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 68
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